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ABSTRAK 

 

Salah satu substansi penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dalam rangka menjaga 

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 

demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yaitu berkaitan dengan menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review), memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu serta Mahkamah Konstitusi 

wajib memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan 

ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial review. Secara 

normatif maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (toetsingsrecht), yaitu: hak 

menguji formal (formele toetsingsrecht) dan hak menguji material (materiele toetsingsrecht).  Dalam 

Pasal 24 C Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 

adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

UU terhadap UUD. 

 

Kata Kunci :  Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Undang-Undang Dasar 1945.  
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I. PENDAHULUAN 

Munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan implikasi positif dari gejolak reformasi 

dan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945). Pembentukan 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol 

diantara lembaga-lembaga negara dan merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip negara hukum 

serta perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi. 

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan 

konsisten (the guardian of constitution) dan sebagai penafsir tertinggi konstitusi (the sole interpreter of 

constitution). Fungsi MK dapat dilihat juga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa fungsi MK adalah untuk menegakkan konstitusi 

dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi. Kewenangan MK sebagai lembaga negara 

yang lahir berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, yakni terdapat dalam perubahan ketiga UUD 1945 

pasal 24C UUD 1945 yang secara garis besar kewenangan tersebut yaitu berupa pengujian terhadap 

UUD 1945, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan 

memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (procedural law) memiliki fungsi 

sebagai publiekrechtelijk instrumentarium untuk menegakkan hukum materiil (handhaving van het 

materiele recht), yaitu hukum tata negara materiil (materiele staatsrecht). Hukum tata negara materiil 

ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal dalam praktik 

penyelenggaraan negara yang berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai the 

supreme law of the land. 

Dalam rangka menegakkan hukum materiil, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, 

demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah 

memberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban konstitusional kepada Mahkamah 

Konstitusi. Atas dasar kewenangan dan kewajiban konstitusional inilah, hukum acara (procedural law) 

diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur penegakan hukum yang materinya telah 

ditentukan dalam hukum materiilnya – het materiele recht moet ‘gehandhaafd’ worden en dat gebeurt 

in een process. Jadi, hukum materiil harus ditegakkan dan hal itu terjadi di dalam suatu acara. Hukum 

yang mengatur acara inilah yang disebut dengan ‘formeel recht’ atau ‘procedural law’. 

Keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and 

balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua 

wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas 

peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. 

Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem 

politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui 

mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat 

menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh 

karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan 

demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi. Mekanisme judicial review yang di 

banyak negara dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan 

demokrasi tradisional.1 

                                                           
1 Jose H. Choper, Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of 

the Role of the Supreme Court, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), hal. 4 – 7. 

Keberadaan MK dikenal sebagai fenomena Abad XX dan pada umumnya dibentuk di negara-negara yang telah 

mencapai tahap akhir transisi demokrasi yang salah satu cirinya adalah penerimaan mekanisme konstitusi untuk 

menjamin hak dan kebebasan dasar warga negara serta pembatasan kekuasaan negara. Lihat, I Dewa Gede 
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Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan 

ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan 

agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan “Power tends to corrupt, absolut power corrupt 

absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan 

masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangnya 

kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan 

secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan 

terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus 

dibuat mekanisme penyelesaiannya. 

Mengingat permasalahan yang berkaitan dengan konstitusional, MK sering dicirikan sebagai 

pengadilan politik. Bahkan judicial review secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk 

menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim 

yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi 

oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.2 

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang 

menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian 

aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. 

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak 

kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan 

landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian 

seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama. 

Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak 

boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara 

sehingga tidak ada satu pun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk 

mengontrol tindakan negara ini, terdapat mekanisme constitutional complaint yang menjadi salah satu 

wewenang pokok MK di berbagai negara. 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 

Kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau biasa dikenal dengan 

istilah Judicial Review (pengujian yudisial atau hak uji materiil) berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 

1945, merupakan kewenangan MK dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan 

UUD untuk dapat diuji secara yudisial dan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau 

inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang 

melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang 

melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau 

judicial review), pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review),3 maupun pengujian oleh 

lembaga eksekutif (executive review). 

                                                           
Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan MK RI, 2008), hal. 3. 
2 Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, (Durham 

and London: Duke University Press, 1989), hal. 3. 
3 Istilah legislative review dipersamakan dengan dengan political review dalam H.A.S. Natabaya, Sistem 

Peraturan Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 

2006), hal. 187. 
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Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. Pengujian oleh hakim 

(toetsingsrecht van de rechter atau judicial review) diatur sebelum maupun sesudah perubahan UUD 

1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 

1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 

UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 1945, 

kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan 

kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi. 

Pengujian UU oleh lembaga legislatif (legislative review) dilakukan dalam kapasitas sebagai 

lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama-sama Presiden). Sebelum 

perubahan UUD 1945, pengujian UU terhadap UUD berada pada MPR berdasarkan Ketetapan MPR 

RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. 

Alasan mengapa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji hanya terhadap peraturan 

perundang-undangan di bawah UU terhadap UU pada masa sebelum perubahan UUD 1945, menurut 

Padmo Wahjono didasarkan pada pemikiran bahwa UU sebagai konstruksi yuridis yang maksimal 

untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, sebaiknya diuji oleh MPR. Praktik 

ketatanegaraan yang pernah ada adalah Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang 

Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945.4 

Sebagaimana pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review) yang dilakukan dalam 

kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui UU (bersama dengan 

Presiden), pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review) dilakukan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. Salah satu contoh pengujian oleh lembaga 

eksekutif (executive review) adalah dalam pengujian Peraturan Daerah (Perda). Untuk melaksanakan 

pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) membentuk 

Perda, yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. 

Berdasarkan Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat 

membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 

Istilah judicial review selain digunakan pada negara yang menggunakan sistem hukum common 

law juga digunakan dalam membahas tentang pengujian pada negara yang menganut civil law system, 

seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: ‘Judicial Review’ merupakan upaya pengujian 

oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, 

eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan sistem 

pemisahan kekuasaan negara (separation of power).5 Walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu 

judicial review, akan tetapi karena sistem hukum yang menjadi landasan berbeda, maka definisinya 

akan berbeda, karena pada negara dengan common law system tidak dikenal adanya suatu peradilan 

khusus yang mengadili pegawai administrasi negara sebagaimana dalam civil law system, maka 

terhadap tindakan administrasi negara juga diadili di peradilan umum. Hal itu menyebabkan pada 

                                                           
4 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1986), hal. 15. 
5 Jimly Asshiddiqie, “Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang ‘Judicial Review” atas PP No. 

19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999,” (tanpa tempat, tanpa tahun), loc cit., hal. 1. 
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negara yang menganut common law system hakim berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-

undangan, tapi juga tindakan administrasi negara terhadap UUD.6 

Pembagian lainnya adalah berdasarkan waktu pengujian, yaitu pengujian yang dilakukan sesudah 

UU disahkan (judicial review) dan pengujian yang dilakukan sebelum UU disahkan (judicial preview). 

Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan judicial review dan judicial preview sebagai berikut : 

Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and 

abstract norms) secara “a posteriori”, maka pengujian itu dapat disebut sebagai “judicial review”. 

Akan tetapi jika pengujian itu bersifat “a priori”, yaitu terhadap rancangan undang-undang yang 

telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka namanya 

bukan “judicial review”, melainkan “judicial preview”.7 

 

B. Dasar Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah 

Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

persetujuan bersama Presiden.” 

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pembatasan 

terhadap UU yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu UU yang diundangkan sebelum 

perubahan UUD 1945, akan tetapi pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005.8 Mahkamah Konstitusi pertama kali 

mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Perkara 

Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

terhadap UUD 1945, yaitu ketentuan dalam Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalam Pertimbangan 

Hukum pada Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, dikemukakan sebagai berikut : 

Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang dasar. Ia 

adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang 

dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya 

adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan 

lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai 

subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah 

seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9 

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 

Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

terhadap UUD 1945, dengan alasan hukum yang sama yang dikemukakan dalam putusan Perkara 

Nomor 004/PUU-I/2003 Perihal Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

                                                           
6 Untuk penjelasan lebih lanjut tentang sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi dalam pengujian 

peraturan perundang-undangan, lihat Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam 

Pengujian UU, (Jakarta: PT RadjaGrafindo, 2005). 
7 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, cet. 2, (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2005), hal. 6-7. 
8 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi, cet. 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, 2008), hal. 107. 
9 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 004/PUU-I/2003, Pertimbangan Hukum, hal. 11-12. 
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terhadap UUD 1945. Hal tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji seluruh UU 

terhadap UUD 1945 tanpa ada pembatasan waktu tahun pengesahan UU. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain UU, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu, 

sebab Perpu merupakan UU dalam arti materiel (wet in materiele zin). Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 untuk mencegah terjadinya 

kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku 

Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR.10 

Dalam normatif maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji (toetsingsrecht), 

yaitu: hak menguji formal (formele toetsingsrecht) dan hak menguji material (materiele 

toetsingsrecht).11 Dalam Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, istilah 

menguji material UU juga menjadi wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa istilah ini menjadi 

sempit karena tidak termasuk pengujian formal, maka perumus UUD menggunakan istilah “menguji 

UU terhadap UUD” tanpa pencatuman kata “materiel”12. 

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal 

perkara ne bis in idem. Nebis in idem diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, yaitu: ”Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang 

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.” Akan tetapi terhadap pengaturan tersebut terdapat 

pengecualian, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yang mengatur sebagai berikut: ”Terlepas 

dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali 

dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan 

berbeda.”13 

Terhadap pendapat yang menyatakan bahwa dengan pengaturan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU tersebut maka Mahkamah 

Konstitusi telah memperluas kewenangannya, dan membuat aturan hokum materiil, maka Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 dalam rangka melengkapi 

hukum acara sebagaimana Penjelasan Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi yang mengatur bahwa ”Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya 

kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.” Kemungkinan 

kekosongan jika hanya menggunakan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, dapat terjadi karena terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang 

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali. 

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-

Undang Dasar 

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan 

keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu 

juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu kepada para pihak. Putusan 

                                                           
10 Jimly Asshiddiqie, Op cit., hal. 87. 
11 Ph. Kleintjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, op cit., hal. 6. Lihat pula Subekti, Kekuasaan 

Mahkamah Agung R.I., Cet. 2., (Bandung: Alumni, 1992), hal. 28. 
12 Lihat Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 133. 
13 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara 

Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2). 
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diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang 

Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri 

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut 

diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir. 

Walaupun dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara 

Pengujian UU tidak diatur tentang putusan sela (provisi), akan tetapi pengaturan mengenai putusan sela 

dapat dilihat dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil 

Pemilu. Putusan sela diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, yaitu : “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang 

memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan 

kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Sedangkan dalam 

Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur bahwa: ”Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan 

oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan 

akhir.” Pada perkara perdata, putusan sela yang dimintakan tidak boleh menyangkut pokok sengketa, 

sedangkan dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, justru objek putusan sela tersebut 

merupakan pokok sengketanya. 

Dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang 

alat bukti. Alat bukti ialah : 

a. Surat atau tulisan; 

b. Keterangan saksi; 

c. Keterangan ahli; 

d. Keterangan para pihak; 

e. Petunjuk; dan 

f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. 

Dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa alat bukti tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, agar dapat dijadikan alat bukti yang sah; dan 

penentuan sah tidaknya alat bukti dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka 

putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah 

ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan MK memuat bagaimana suatu ketentuan dalam 

UUD 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut. 

Dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak mengenal daluwarsa atau 

lewat waktu. Pemohon dapat meminta MK untuk menguji setiap undang-undang yang diberlakukan 

sejak lama maupun baru. Akan tetapi, ada dua syarat penting yang perlu diperhatikan dalam 

mengajukan judicial review, yaitu: 

1. Pemohon harus mempunyai legal standing atau kepentingan hukum dalam undang-undang 

tersebut, baik secara langsung maupun tidak. 

2. Pemohon menderita kerugian konstitusional (ketatanegaraan) akibat diberlakukanya undang-

undang tersebut. Kerugian konstitusional pada umumnya merupakan terabaikannya atau 

bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki. 
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Dalam mengajukan uji materiil di MK, putusan MK merupakan putusan yang pertama dan 

terakhir (final and binding). Tidak ada upaya hukum luar biasa terhadap putusan MK, sehingga pihak-

pihak dalam berperkara terikat dengan keputusan tersebut. 

 

III. KESIMPULAN 

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau 

biasa dikenal dengan istilah Judicial Review (pengujian yudisial atau hak uji materiil) 

berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi 

dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD untuk dapat diuji secara 

yudisial dan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sehingga 

tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. 

Pembatasan dalam pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal 

perkara nebis in idem. Nebis in idem diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, yaitu : ”Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-

undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.” 

3. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan 

keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus 

didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu 

kepada para pihak. Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri 

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang 

pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim 

Konstitusi. Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. 

Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi selain putusan akhir. 

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka 

putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya, dengan sendirinya 

telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan MK memuat 

bagaimana suatu ketentuan dalam UUD 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-

undang yang dimohonkan tersebut. 
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